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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu (State of Art) 

State iof ithe iArt imerupakan ihal iyang icukup ipenting ibagi ipenelitian, 

ibermanfaat iuntuk imengetahui ibagaimana iberkembangnya iilmu ipada 

ibidang idan imasalah igeneral iyang isedang iditeliti isampai ipeneliti idapat 

imenemukan imasalah ipenelitian iyang idapat imemberikan ikotribusi. 

iMengetahui istate iof ithe iart idapat imelalui istudi iliteratur idari ipenelitian 

iterdahulu iyang itidak ibisa idianggap isepele.1 

Terdapat ipenelitian iterdahulu iyang idigunakan iuntuk imembandingkan 

ihasil ipenelitian. iPerbandingan iitu idilihat idari isegi ipersamaan ipenelitian 

iatau iperbedaan iyang iada ipada ipenelitian itersebut. iPenelitian iterdahulu 

ijuga iditujukan iuntuk imembantu imenemukan iinspirasi ibaru ibagi ipenelitian 

iselanjutnya. iDisamping iitu, imembandingkan idengan ipenelitian iterdahulu 

idapat imenunjukan iorisinalitas idari ipenelitian. iPenelitian iterdaulu iyang 

idapat imenjadi iacuan ipenelitian iini idikemas idalam ibentuk itabel idan 

ideskripsi iagar imempermudah iperbandingan iantar isatu ipenelitian idengan 

ipenelitian ilainnya. 

Seusai melakukan eksplorasi terhadap sumber-sumber yang relevan 

dengan fokus studi ini, penulis menemukan beberapa hasil riset dan publikasi 

yang berkaitan dengan penelitian ini, di antaranya: 

Pertama, karya Sheila Masyita M. berjudul 'Tinjauan Yuridis Terhadap 

Tindak Pidana Pencabulan Secara Berlanjut Terhadap Anak' (2016). Karya ini 

mengkaji tindak asusila terhadap anak serta implementasi hukum materil dalam 

putusan pengadilan. Perbedaannya dengan studi penulis terletak pada fokus; 

karya tersebut membahas pencabulan anak, sementara penulis menganalisis 

 
1 Zohrahayaty. 2019. Karakteristik Penelitian Ilmu Komputer. Cetakan Pertama, Sleman: 
DEEPUBLISH. 
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keputusan hakim terkait kejahatan seksual yang melibatkan korban dan pelaku 

di bawah umur.2 

Kedua, tulisan Arzag, Akhmad Najmi berjudul 'Tinjauan Yuridis Putusan 

Majelis Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak 

(Putusan Perkara Nomor 56/Pid.Sus/2023/ PN Smg)'. Karya ini meneliti 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku kekerasan 

seksual pedofilia serta kesesuaiannya dengan KUHP dan UU Perlindungan 

Anak. Perbedaannya, karya tersebut berfokus pada tindak pidana kekerasan 

seksual pedofilia, sedangkan penulis mengkaji putusan hakim terkait kejahatan 

seksual yang melibatkan korban dan pelaku di bawah umur.3 

Ketiga, karya Alfi Adzkia Elang, 'Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana 

Persetubuhan Secara Paksa Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus: Putusan 

Nomor: 18/Pid-Sus-Anak/PN.Nab 2021)'. Karya ini membahas kesesuaian 

tujuan pemidanaan dengan sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa anak pelaku 

tindak pidana persetubuhan secara paksa.4 

Keempat, beberapa refrensi yang penulis ambil dalam buku salah satunya 

Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Teori Praktek Perlindungan Anak 

dalam Hukum Pidana.5 

Berdasarkan penelusuran pustaka yang telah dilakukan, penulis belum 

menemukan kajian spesifik mengenai Tinjauan Hukum terhadap Hukuman 

Pidana bagi Pelaku Anak dalam Tindak Kriminal (Telaah atas Putusan Nomor 

24/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Samarinda).6 

 
2 iSheila iMasyita iM. idalam iskripsinya iyang iberjudul iTinjauan iYuridis iTerhadap iTindak 

iPidana iPencabulan iSecara iBerlanjut iTerhadap iAnak, ipada itahun i2016 
3 iAkmal iNajmi, idalam iskripsinya iTinjauan iYuridis iPutusan iMajelis iHakim iTerhadap iPelaku 

iTindak iPidana iKekerasan iSeksual iPada iAnak i(Putusan iPerkara iNomor i56/Pid.Sus/2023/ iPN 
iSmg) 

4 iAlfi iAdzkia iElang, iAnalisis iYuridis iTentang iTindak iPidana iPersetubuhan iSecara iPaksa 
iYang iDilakukan iOleh iAnak i(Studi iKasus: iPutusan iNomor: i18/Pid-Sus-Anak/PN.Nab i2021) 

5 iHarrys iPratama iTeguh, iTeori idan ipraktek iperlindungan ianak idalam ihukum ipidana, 
iYogyakarta iAndi i2018 

6 Putusan iNomor i24/Pid.Sus-Anak/2023/PN. iSamarinda 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

 

 

NO 

 

Penulis ii 

 

 

Judul ii& iiTahun 

 

Rumusan iiMasalah 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Sheila iiMasyita iiM 

Analisis iiPutusan 

iiHakim iiTerhadap 

iiAnak iiPelaku 

iiTindak iiPidana 

iiKejahatan iiSeksual 

ii(Studi iiPutusan 

iiPengadilan iiNegeri 

iiMakassar iiNomor: 

ii146/Pid.Sus-

Anak/2015/PN.Mks) 

ii2016 

Karya iiini iimengkaji 

iikasus iiasusila 

iiterhadap iianak, 

iiserta iipenerapan 

iihukum iisubstantif 

iidalam iikeputusan 

iipengadilan.7 

 

 

2 

 

 

Akhmad iiNajmi 

iiArzaq 

Tinjauan iiYuridis 

iiPutusan iiMajelis 

iiHakim iiTerhadap 

iiPelaku iiTindak 

iiPidana iiKekerasan 

iiSeksual iiPada iiAnak 

ii(Putusan iiPerkara 

iiNomor 

ii56/Pid.Sus/2023/ 

iiPN iiSmg) iitahun 

ii2023 

Penelitian iiini 

iimenyelidiki 

iipertimbangan 

iiyuridis iihakim 

iidalam iimenetapkan 

iisanksi iibagi iipelaku 

iikekerasan iiseksual 

iiterhadap iianak, 

iiserta 

iimengidentifikasi 

iikendala iidan iisolusi 

iiyang iidihadapi 

 
7 Ibid hlm 12 
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iihakim iidalam 

iimemutuskan 

iiperkara iitersebut.8 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Alfi iiAdzkia iiElang 

 

 

Analisis iiYuridis 

iiTentang iiTindak 

iiPidana 

iiPersetubuhan iiSecara 

iiPaksa iiYang 

iiDilakukan iiOleh 

iiAnak ii(Studi iiKasus: 

iiPutusan iiNomor: 

ii18/Pid-Sus-

Anak/PN.Nab ii2021) 

iitahun ii2021 

Studi iiini 

iimenganalisis 

iiapakah iihukuman 

iiyang iidijatuhkan 

iipada iiterdakwa 

iianak iipelaku 

iipemerkosaan iidalam 

iiputusan iinomor: 

ii18/Pid-Sus-

Anak/2021/PN.Nab 

iiselaras iidengan 

iitujuan iipemidanaan 

iianak. iiJuga, 

iiditinjau iidari iiUU 

iiNo. ii11 iiTahun 

ii2012 iitentang 

iiSistem iiPeradilan 

iiPidana iiAnak, 

iiapakah iivonis 

iitersebut iitelah 

iimemenuhi iirasa 

iikeadilan iibagi 

iikorban?9 

 

 

 

 

 

Harrys iiPratama 

 

Teori iidan iipraktek 

iiperlindungan iianak 

Tindakan iikriminal 

iiyang iiberujung 

iipada iisanksi iipidana 

 
8 Ibid hlm 13 
9 Ibid hlm 14 
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4 iiTeguh iidalam iihukum 

iipidana, ii2018 

iidapat iidilakukan 

iioleh iisiapa iisaja, 

iitermasuk iianak iidi 

iibawah iiumur. iiHal 

iiini iidipertegas 

iidalam iipasal ii69 

iiayat ii1 iiyang 

iimenyatakan iibahwa 

iianak iihanya iidapat 

iidijatuhi iihukuman 

iiatau iitindakan 

iiberdasarkan 

iiketentuan iidalam 

iiUndang-Undang 

iiSistem iiPeradilan 

iiPidana iiAnak 

ii(SPPA).10 

  

NO 

 

Penulis  

 

 

Judul & Tahun 

 

Rumusan Masalah 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Sheila Masyita M 

Analisis Putusan 

Hakim Terhadap Anak 

Pelaku Tindak Pidana 

Kejahatan Seksual 

(Studi Putusan 

Pengadilan Negeri 

Makassar Nomor: 

146/Pid.Sus-

Karya ini mengkaji 

kasus asusila terhadap 

anak, serta penerapan 

hukum substantif 

dalam keputusan 

pengadilan.11 

 
10 Ibid hlm 14 
11 Ibid hlm 12 
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Anak/2015/PN.Mks) 

2016 

 

 

2 

 

 

Akhmad Najmi Arzaq 

Tinjauan Yuridis 

Putusan Majelis Hakim 

Terhadap Pelaku 

Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual 

Pada Anak (Putusan 

Perkara Nomor 

56/Pid.Sus/2023/ PN 

Smg) tahun 2023 

Penelitian ini 

menyelidiki 

pertimbangan yuridis 

hakim dalam 

menetapkan sanksi 

bagi pelaku kekerasan 

seksual terhadap anak, 

serta mengidentifikasi 

kendala dan solusi 

yang dihadapi hakim 

dalam memutuskan 

perkara tersebut.12 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Alfi Adzkia Elang 

 

 

Analisis Yuridis 

Tentang Tindak Pidana 

Persetubuhan Secara 

Paksa Yang Dilakukan 

Oleh Anak (Studi 

Kasus: Putusan Nomor: 

18/Pid-Sus-

Anak/PN.Nab 2021) 

tahun 2021 

Studi ini menganalisis 

apakah hukuman yang 

dijatuhkan pada 

terdakwa anak pelaku 

pemerkosaan dalam 

putusan nomor: 

18/Pid-Sus-

Anak/2021/PN.Nab 

selaras dengan tujuan 

pemidanaan anak. 

Juga, ditinjau dari UU 

No. 11 Tahun 2012 

tentang Sistem 

Peradilan Pidana 

Anak, apakah vonis 

 
12 Ibid hlm 13 
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tersebut telah 

memenuhi rasa 

keadilan bagi 

korban?13 

 

 

 

4 

 

 

Harrys Pratama 

Teguh 

 

Teori dan praktek 

perlindungan anak 

dalam hukum pidana, 

2018 

Tindakan kriminal 

yang berujung pada 

sanksi pidana dapat 

dilakukan oleh siapa 

saja, termasuk anak di 

bawah umur. Hal ini 

dipertegas dalam pasal 

69 ayat 1 yang 

menyatakan bahwa 

anak hanya dapat 

dijatuhi hukuman atau 

tindakan berdasarkan 

ketentuan dalam 

Undang-Undang 

Sistem Peradilan 

Pidana Anak 

(SPPA).14 

 

 

2.2 Kerangka Teori  

Kerangka teori dapat diartikan sebagai landasan berfikir suatu peneltian 

yang didasarkan pada teori-teori pendukung penelitian dalam memecahkan 

masalah yang dikaji dalam topik penelitian. Kerangka teori penelitian ini berisi 

 
13 Ibid hlm 14 
14 Ibid hlm 14 
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tinjauan pustaka yang berupa penelitian terdahulu yang sesuai dengan peneltian 

ini. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua teori hukum antara lain 

Teori Perlindungan Hukum, dan Teori Kepastian Hukum sebagai berikut: 

2.2.1 Teori Pemidanaan 

Karya E. Utrecht menguraikan konsep penghukuman yang 

umumnya dikategorikan dalam tiga kelompok utama: doktrin absolut atau 

retribusi (vergeldings theorien), doktrin relatif atau purposif (doel 

theorien), dan doktrin kombinasi (verenigings theorien). Penjatuhan 

sanksi bertujuan mendukung fungsi hukum pidana secara keseluruhan 

yang ingin dicapai, dengan sasaran akhir mewujudkan kesejahteraan dan 

penjagaan masyarakat (social defence dan social welfare). Orientasinya 

adalah melindungi komunitas demi tercapainya kemakmuran sosial yang 

menyeluruh.15 

Terhadap pemidanaan atau penjatuhan pidana, diperkirakan setelah 

bermulanya abad-19 muncullah teori-teori pembaharuan sebagai dasar 

pemidanaan, diantaranya yaitu : 

a. Teori Pembalasan atau teori Absolut (vergeldings theorien) 

Menurut Teori ini menyatakan bahwa hukuman dijatuhkan sebagai 

konsekuensi langsung dari tindak kejahatan. Hukuman dianggap sebagai 

suatu keharusan yang tak terelakkan, berfungsi sebagai pembalasan 

terhadap pelaku kejahatan. Dengan demikian, pembenaran utama teori ini 

terletak pada fakta terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori Pembalasan atau 

Teori Absolut ini didukung oleh beberapa filsuf seperti Immanuel Kant, 

Hegel, Herbart, Stahl, dan Leo Polak. Tujuan utama pemidanaan dalam 

teori ini adalah untuk memberikan balasan setimpal kepada pelaku 

kejahatan. Oleh karena itu, setiap tindak kejahatan harus diikuti dengan 

 
15 Noveria iDevi iIrmawanti idan iBarda iNawawi iArief, iUrgensi iTujuan idan iPedoman 

iPemidanaan idalam iRangka iPembaharuan iSistem iPemidanaan iHukum iPidana, iJurnal 
iPembangunan iHukum iIndonesia, iVol. i3 iNo. i2, iTahun i2021, ihlm. i6 
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penjatuhan hukuman kepada pelakunya. Teori ini dinamakan teori absolut 

karena hukuman dipandang sebagai suatu tuntutan yang mutlak, bukan 

sekadar opsi yang dapat dipilih, melainkan suatu keharusan yang wajib 

dilaksanakan. 

Konsep ini menyatakan bahwa hukuman dalam sistem peradilan 

pidana diberikan semata-mata karena seseorang telah melakukan 

perbuatan kriminal, yang merupakan akibat tak terelakkan sebagai bentuk 

ganjaran terhadap pelaku tindak kriminal tersebut. Dengan demikian, 

penerapan sanksi dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan keadilan yang 

berlaku dalam masyarakat.16 

b. Teori Tujuan atau Teori Relatif (doel theorien) 

Teori itujuan iatau iteori irelatif iadalah iteori iyang iberdasarkan 

ipada ipendirian idan iazas ibahwa itertib ihukum iperlu idiperhatikan, 

isehingga itujuan ipidana iadalah isebagai iprevensi idari iterjadinya 

ikejahatan. iTeori irelatif iatau iteori itujuan ilahir isebagai ireaksi 

iterhadap iteori iabsolut.17 

Pencegahan isecara iumum iini iialah ibersifat imurni, iyang iversi 

itertuanya idipraktekkan ihingga iRevolusi iPerancis, iyaitu ibahwa 

iseluruh ipemidanaan iharus iditujukan iuntuk imenakuti-nakuti isemua 

iorang isupaya ijangan iberbuat ikejahatan, idengan iberupa ipelaksanaan 

ipidana iyang idipertontonkan. iHal iini iterlihat ipada isifat-sifat ibiadab 

imengenai icara imelakukan ipemidanaan, imisal idengan idicambuk 

iatau idisiksa idi imuka iumum, idilakukan idi iJerman ipada iawal imula 

iabad ike-19. iPencegahan isecara ikhusus iyang idianut iVan iHamel 

i(Belanda) idan iVon iList i(Jerman) imengutarakan ibahwa iuntuk 

imencegah iniat iburuk idari isi ipelaku i(dader) iyang imana ibertujuan 

 
16 Dikutip idari ilaman ihttps://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-

tujuanpemidanaan i(diakses ipada i19 iSeptember i2023. iPukul i06.54) 
17 Husaini iUsman, iOp.cit., ihlm. i70. 
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imelakukan ipengulangan iperbuatannya iatau imencegah ibakal 

ipelanggar imelaksanakan iperbuatan ijahat iyang idirencanakannya.18 

2.2.2 Teori Kepastian Hukum 

Konsep kepastian hukum bersumber dari doktrin Yuridis Dogmatis, 

yang berakar pada aliran positivisme dalam bidang hukum. Aliran ini 

memandang hukum sebagai entitas yang berdiri sendiri dan independen. 

Para pendukung pemikiran ini menganggap hukum tidak lebih dari sekadar 

kompilasi peraturan.19 

Pengikut aliran ini berpendapat bahwa hukum memiliki satu tujuan 

utama: memastikan adanya kepastian hukum. Kepastian ini dicapai 

melalui implementasi aturan-aturan hukum yang bersifat universal. 

Universalitas dalam regulasi hukum ini menunjukkan bahwa fokus utama 

hukum bukanlah pada aspek keadilan atau kegunaan, melainkan secara 

eksklusif pada penciptaan kepastian dalam sistem hukum.20 

Kepastian hukum dari segi normatif terwujud ketika suatu peraturan 

ditetapkan dan diumumkan dengan jelas, pasti, dan logis. Kejelasan ini 

berarti peraturan tersebut tidak menimbulkan ambiguitas atau berbagai 

interpretasi. Aspek logis mengacu pada koherensi peraturan tersebut 

dengan norma-norma lain, sehingga tidak terjadi konflik atau pertentangan 

antar norma. 

Kepastian hukum mengacu pada penerapan hukum yang tegas, 

konsisten, dan tidak berubah-ubah. Implementasinya tidak boleh 

dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif. Kepastian hukum dapat dicapai 

jika hukum tersebut berlandaskan undang-undang yang tidak memiliki 

 
18  Nashriana, i2021, iHukum iPenitensier iIndonesia, iPalembang: iPenerbit iNoer iFikri, ihlm. 

i12- i14. 
19 Achmad iAli, iMenguak iTabir iHukum iSuatu iKajian iFilosofis idan iSosiologis, i(Jakarta, 

iGunung iAgung, i2002), ih. i82-83 
20 Peter iMahmud iMarzuki, iPengantar iIlmu iHukum, i(Jakarta, iKencana, i2008), ih. i158 
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ketentuan yang saling bertentangan. Undang-undang ini harus dibuat 

berdasarkan realitas hukum dan tidak mengandung istilah-istilah yang 

dapat diinterpretasikan secara berbeda-beda. 

Lebih lanjut, kepastian hukum memiliki aspek konkret dalam situasi 

perselisihan, di mana pihak-pihak yang terlibat dapat menentukan posisi 

mereka dengan jelas. Fungsi hukum adalah menjamin kepastian dalam 

interaksi sosial masyarakat.21 

Kanter dan Sianturi berpendapat bahwa individu yang dapat dimintai 

pertanggungjawaban atas tindakannya memiliki kriteria berikut: 22 

a) Kondisi mental yang stabil, tanpa gangguan psikologis atau cacat 

seperti idiotisme atau kegagapan, tidak terpengaruh oleh keterkejutan, 

amarah tak terkendali, alam bawah sadar, atau mengigau. Singkatnya, 

orang tersebut berada dalam keadaan sadar sepenuhnya.  

b) Kapasitas mental yang memadai, meliputi kemampuan memahami 

esensi tindakannya, menentukan keinginan atau kehendaknya sendiri 

atas perbuatan yang dilakukan, mengenali ketidakpatutan suatu 

tindakan, dan pada intinya, mampu membedakan antara perbuatan 

yang baik dan buruk. 

1.3 Konsep Pemidanaan 

Penghukuman merupakan aspek krusial dalam sistem peradilan pidana. 

Hal ini disebabkan penghukuman menjadi puncak dari proses 

pertanggungjawaban individu yang terbukti melakukan pelanggaran hukum. 

Sebagaimana dinyatakan, "Tanpa penghukuman, hukum pidana hanyalah 

sistem deklaratif yang menyatakan seseorang bersalah tanpa konsekuensi 

formal yang mengikuti kesalahan tersebut". Artinya, absennya penghukuman 

akan menjadikan hukum pidana sekadar pernyataan kesalahan tanpa dampak 

 
21 Riduan iSyahrani, iRangkuman iIntisari iIlmu iHukum, i(Bandung, iCitra iAditya iBakti, 

i1999), ih.385 
22 Kenter, Sianturi, op.cit, hlm 250-251  
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nyata. Dengan demikian, konsep kesalahan memiliki dampak besar terhadap 

penjatuhan hukuman dan implementasinya. Bila kesalahan dimaknai sebagai 

"dapat dicela", maka penghukuman dapat dipandang sebagai wujud dari 

celaan tersebut.23 

 Pemidanaan memiliki dua aspek dalam konteks hukum pidana: pertama, 

sebagai fase penentuan sanksi, dan kedua, sebagai fase pelaksanaan sanksi. 

Istilah "pidana" umumnya dipahami sebagai sinonim untuk hukum, 

sementara "pemidanaan" dapat diinterpretasikan sebagai proses menjatuhkan 

hukuman. 

2.3.1 Rasio Decidensi 

Ratio idecidendi iatau ipertimbangan ihakim imerupakan ilandasan 

ipemikiran iyang idigunakan ihakim isebagai idasar ihukum isebelum 

imenjatuhkan iputusan idalam isuatu iperkara. iKonsep ipertimbangan ihakim 

iini imuncul isebagai ihasil idari ievolusi idalam isistem ihukum ianglo isaxon, 

ikhususnya idalam itradisi icommon ilaw. iDalam isistem iini, iputusan ihakim 

ipada isuatu iperiode idapat imenjadi iacuan iyang imengikat iuntuk ikasus-

kasus iserupa idi imasa imendatang. iPertimbangan ihakim idalam imelihat 

isuatu imasalah iharus imelihat ikondisi isosial iyang iada isehingga idapat 

idiikuti ioleh ihakim iberikutnya idalam ikasus iserupa. 

Ratio idecidendi imerupakan iabstraksi ihikmah idi ibalik ikasus iyang 

idiputus idi imasa ilampau ilalu iditerapkan ipada imasa iselanjutnya. iMenurut 

iJ.W iHarris, ibahwa ikesimpulan iyang ibersifat iefektif idan iuniversal idari 

iberbagai imasalah iyang itidak itertera iaturan-aturan ikhusus imaka ihakim 

imengambil isuatu itindakan itransfomatif idengan imempertimbangkan 

isesuai idengan ikebutuhan idan irealitas. iFungsi iratio idecidendi idalam 

idunia iperadilan isangat ipenting isebagai isarana idalam imenyatakan 

ipemikiran iterkait iproblematika ikonflik ihukum iyang iterjadi idi 

imasyarakat. 

 
23 Chairul iHuda, i2006. iTinjauan iKritis iTerhadap iTeori iPemisahan iTindak iPidana idan 

iPertanggungjawaban iPidana. iKencana iPrenada iMedia, iJakarta. ihlm. i125 
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Ratio idecidendi imerupakan ikomponen ipenting idalam 

imengungkapkan imakna isuatu iputusan ihukum. iSuatu iputusan, iterdapat 

iberbagai ipertimbangan ifakta idan ihukum iyang idihadapi isaat idi 

ipengadilan. iRatio idecidendi imerupakan ibagian iyang ipaling irelevan idan 

isignifikan idalam ikonteks ihukum isaat iini, ikarena iratio idecidendi imemuat 

ipenafsiran ihukum isecara ikhusus iyang imenjadi idasar iatau ilandasan ibagi 

iputusan itersebut imenjadi ipanduan ibagi ipara ihakim idalam imengambil 

ikeputusan iyang iserupa idalam iperkara iyang isejenis.24  

Ratio decidendi berperan penting sebagai landasan pemikiran dalam suatu 

kasus hukum. Ia menjadi dasar fundamental bagi pengambilan keputusan, yang 

nantinya dapat dijadikan acuan oleh institusi peradilan lainnya di masa depan. 

Dengan demikian, ratio decidendi memainkan peran krusial dalam membentuk 

penafsiran hukum dan menjamin kepastian hukum. Ratio decidendi 

menyediakan arahan yang jelas dan akurat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan, sekaligus berkontribusi pada perkembangan dan konsistensi 

sistem hukum secara keseluruhan. 

Hakim isebelum imenjatuhkan iputusan iharus ibersikap iterbuka idan 

itransparan iyakni idengan imelakukan ipertimbangan inalar iilmiah ididasari 

ipada ifakta iperkara iyang iterjadi isehingga ihakim iperlu imenelaah idengan 

imembandingkan ifakta iyang iterjadi ipada iperkara iterdahulu idan iperkara 

isaat ikini. iIkrar iputusan ihakim itidak iboleh imengutamakan ikepentingan 

iprivat idari ipada ikepentingan ipublik isebab ijika ihal iini iterjadi imaka 

iterdapat iketimpangan idalam ihukum idikarenakan ihakim itidak ijujur idan 

itidak imengoptimalkan iaturan iserta ietika. 

2.3.2 Penjatuhan Pidana 

Plato dan Aristoteles menyatakan bahwa tujuan pidana bukan sekadar 

hukuman atas perbuatan jahat yang telah dilakukan, melainkan sebagai upaya 

 
24 Andika iWahyudi iGani, iPenegakan iHukum, iand iTindak iPidana, i“ANALISIS iYURIDIS 

iRATIO iDECIDENDI iPUTUSAN iTERHADAP iTERKAIT iPERIZINAN i(Studi iPutusan iNomor i222 i/ 
iPid i. iB i/ i2018 i/ iPN iMks) 
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pencegahan agar kejahatan tidak terjadi di masa depan. Pandangan ini 

menekankan sifat preventif dari hukum pidana, yang bertujuan untuk 

menghalangi terjadinya tindak kejahatan atau pelanggaran. Sejalan dengan 

pemikiran tersebut, Herbert L. Packer juga mengemukakan bahwa tingkat 

ketidaknyamanan atau kekejaman bukanlah faktor utama yang membedakan 

antara "punishment" (hukuman) dan "treatment" (perlakuan) dalam konteks 

hukum pidana. 

Distinsi antara 'sanksi' (hukuman/pidana) dan 'intervensi' (tindakan 

perlakuan) dapat dikenali melalui sasaran masing-masing serta sejauh mana aksi 

pelanggar memengaruhi penetapan sanksi atau intervensi. Menurut H.L. Packer, 

'intervensi' bertujuan utama memberi keuntungan atau merehabilitasi individu 

terkait. Fokus 'intervensi' bukan pada perbuatan lampau atau mendatang, 

melainkan pada upaya memberi dukungan kepada individu tersebut. 

Pembenaran 'intervensi' didasarkan pada anggapan bahwa orang bersangkutan 

berpotensi memperbaiki diri. Dengan demikian, tujuan primer 'intervensi' adalah 

meningkatkan taraf hidup subjek tindakan tersebut.25 

Implementasi ihukuman ipidana itidak ihanya idikenakan ipada iorang 

idewasa ipelaku ikejahatan iasusila, itetapi ijuga idiberlakukan iterhadap ianak-

anak iyang imelakukan itindak ipidana iserupa. iPengertian ianak itercantum 

idalam iUndang-Undang iRepublik iIndonesia iNomor i35 iTahun i2014 

imengenai iPerlindungan iAnak i(disingkat iUUPA). iBerdasarkan iPasal i1 

iangka i1 iUUPA, ianak idiartikan isebagai iseseorang iyang ibelum igenap 

iberusia i18 i(delapan ibelas) itahun, itermasuk imereka iyang imasih iberada 

idalam ikandungan.26 

R. Soesilo menerangkan bahwa tindakan cabul mencakup semua perilaku 

yang bertentangan dengan norma kesusilaan atau kesopanan, serta perbuatan 

 
25 Muladi idan iBarda iNawawi iArief, iBunga iRampai iHukum iPidana, iAlumni, iBandung, 

i2007, ihlm.5. 
26 Pasal i1 iangka i1 iUndang-Undang iRepublik iIndonesia iNomor i35 iTahun i2014 

itentang iPerlindun igan iAnak 



15 
 

tidak senonoh yang berkaitan dengan hasrat seksual. "Perbuatan cabul" meliputi 

berbagai tindakan seperti berciuman, menyentuh area intim, meraba payudara, 

hingga hubungan badan. Semua tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran 

terhadap nilai-nilai moral dan etika dalam konteks perilaku seksual.27 

UUPA diimplementasikan untuk menjatuhkan hukuman pidana pada anak 

pelaku kejahatan asusila. Penerapan UUPA dalam konteks ini bertujuan 

menjamin hak-hak anak tetap terlindungi selama mereka menjalani proses 

peradilan. Definisi anak yang berhadapan dengan hukum mengacu pada individu 

berusia antara 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun yang disangka 

terlibat dalam suatu tindak kriminal.28 

Dalam kasus anak yang melakukan tindak asusila dengan didahului bujuk 

rayu terhadap korbannya, maka tindakan tersebut melanggar Pasal 76E UUPA, 

yang berbunyi: 

" Setiap iindividu idilarang imelakukan itindak ikekerasan iatau 

iancaman ikekerasan, ipemaksaan, ipenipuan, iserangkaian 

ikebohongan iatau imembujuk ianak iuntuk imelakukan iatau 

imembiarkan idilakukan iperbuatan itidak isenonoh." 

Hukuman bagi yang melanggar Pasal 76E UUPA, diatur dalam pasal 82 

UUPA adalah: 

(1) Setiap iiorang iiyang iimelanggar iiketentuan iisebagaimana 

iidimaksud iidalam iiPasal ii76E iidipidana iidengan iipidana 

iipenjara iipaling iisingkat ii5 ii(lima) iitahun iidan iipaling iilama 

ii15 ii(lima iibelas) iitahun iidengan iidenda iipaling iibanyak iiRp. 

ii5.000.000.000 ii(lima iimilyar iirupiah). 

(2) Dalam iihal iitindak iipidana iisebagaimana iidimaksud iipada iiayat 

ii(1) iidilakukan iioleh iiOrang iiTua,Wali,Pengasuh iiAnak, 

 
27 R. iSoesilo, iKitab iUndang-Undang iHukum iPidana i(KUHP) iSerta iKomentar-

komentarnya iLengkap iPasal idemi iPasal, i(Bogor: iPoliteia, i1996), ihal. i212. 
28 Pasal i1 iangka i3 iUndang-Undang iRepublik iIndonesia iNomor i11 iTahun i2012 

itentang iSistem iPeradilan iPidana iAnak 
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iipendidik iiatau iitenaga iikependidikan, iimaka iipidananya 

iiditambah ii1/3 ii(sepertiga) iidari iiancaman iipidana iisebagaimana 

iidimaksud iipada iiayat ii(1). 

Sanksi pidana dapat dibebankan pada anak pelaku kejahatan asusila yang 

sudah mencapai usia 14 (empat belas) tahun ke atas. Bagi anak berusia lebih dari 

12 (dua belas) tahun namun belum mencapai 14 (empat belas) tahun, vonis 

maksimum yang bisa dijatuhkan adalah setengah dari hukuman kurungan untuk 

orang dewasa. Akan tetapi, jika pelanggaran yang dilakukan anak tersebut 

diancam hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka sanksi yang dapat 

diberikan adalah kurungan maksimal 10 (sepuluh) tahun. 

Saat menetapkan sanksi pidana bagi anak-anak yang berhadapan dengan 

hukum, termasuk mereka yang terlibat dalam tindak asusila, hakim 

berkewajiban mempertimbangkan kebutuhan anak tersebut, terutama hak-

haknya sebagai seorang anak. UUD 1945, yang merupakan dasar hukum 

tertinggi di Indonesia, secara eksplisit menyatakan bahwa "setiap anak berhak 

atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Prinsip ini harus menjadi acuan 

dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap anak yang berkonflik dengan 

hukum. 

Menurut Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat 

dikategorikan dalam 4 (empat) kelompok, meliputi:29 

a. Hak iuntuk ibertahan ihidup i(The iRight iTo iSurvival), iyakni ihak-hak 

iuntuk imempertahankan idan imelestarikan ikehidupan i(The iRight iof 

iLive) iserta ihak iuntuk imendapatkan istandar ikesehatan iterbaik idan 

iperawatan iseoptimal imungkin. i 

b. Hak iatas iperlindungan i(Protections iRights) iyaitu ihak-hak idalam 

ikonvensi ihak ianak iyang imencakup iperlindungan idari idiskriminasi, 

 
29 Mohammad iJoni idan iZulchaina iZ. iTanamas, iAspek iHukum iPerlindungan iAnak 

idalam iPerspektif iKonvensi iHak iAnak, i(Bandung: iCitra iAditya iBakti, i1999), ihal. i35. 
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ikekerasan idan ipenelantaran ibagi ianak itanpa ikeluarga iserta ianak-anak 

ipengungsi. i 

c. Hak iuntuk iberkembang i(Development iRights) iyaitu ihak-hak ianak 

idalam iKonvensi iHak-Hak iAnak iyang imeliputi iberbagai ibentuk 

ipendidikan i(formal idan inonformal) idan ihak iuntuk imencapai itaraf 

ihidup iyang imemadai ibagi iperkembangan ifisik, imental, ispiritual, imoral 

idan isosial ianak i(the irights iof istandart iof iliving). 

d. Hak iuntuk iberpartisipasi i(Participation iRights), iyakni ihak-hak ianak 

iyang imencakup ihak iuntuk imengutarakan ipendapat idalam isegala ihal 

iyang iberdampak ipada ianak i(the irights iof ia ichild ito iexpress iher/his 

iviews ifreely iin iall imatters iaffecting ithe ichild). 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menekankan bahwa 

pertanggungjawaban pidana individu didasarkan pada kesadaran dan 

pemahaman bahwa tindakannya melanggar aturan hukum yang berlaku. Dalam 

kasus pelecehan seksual oleh anak, Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak 

menegaskan tidak ada alasan untuk menghapus hukuman bagi pelaku anak yang 

dianggap kompeten (sehat fisik dan mental). Dengan demikian, anak pelaku 

pelecehan seksual tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sesuai 

ketentuan yang berlaku.30  

Namun idemikian, idalam imengambil ikeputusan, ihakim iwajib 

imempertimbangkan ifakta ibahwa iAnak iyang iBerhadapan idengan iHukum 

imasih idalam ikategori ianak-anak. iDengan imemperhatikan ikonteks 

ipelanggaran ihukum iserta iprinsip-prinsip ikeadilan, ihakim imemiliki iotoritas 

iuntuk imenjatuhkan isanksi iberupa itindakan itertentu ikepada iAnak iyang 

iBerhadapan idengan iHukum itersebut. 

 
30 M. iNasir iDjamil, iAnak iBukan iuntuk iDIhukum, i(Jakarta: iSinar iGrafika, iCet. iKe-2, 

i2013), ihal. i34. 
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Jenis sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak yang 

Berhadapan dengan Hukum, meliputi:31 

a) Mengembalikan ikepada iorang itua/Wali; 

b) Menyerahkan ikepada iseseorang; 

c) Merawat idi irumah isakit ijiwa; 

d) Merawat idi iLPKS; 

e) Mewajibkan imengikuti ipendidikan iformal idan/atau ipelatihan 

iyang idiselenggarakan ioleh ipemerintah iatau ilembaga 

iswasta; 

f) Mencabut isurat iizin imengemudi; idan/atau 

g) Memperbaiki iakibat itindak ipidana. 

Dalam imenerapkan idiversi ipada ikasus iAnak iyang iBerhadapan 

idengan iHukum, iterdapat isyarat-syarat iyang iharus idipenuhi. iKetentuan iini 

itertuang idalam iPasal i7 iayat i(2) iUU iSistem iPeradilan iPidana iAnak, iyang 

imenyatakan ibahwa idiversi ihanya idapat iditerapkan iuntuk itindak ipidana 

idengan iancaman ihukuman ipenjara ikurang idari i7 i(tujuh) itahun idan ibukan 

imerupakan ipengulangan itindak ipidana. iKedua ipersyaratan iini ibersifat 

ikumulatif, iartinya ikeduanya iharus iterpenuhi isecara ibersamaan. iJika isalah 

isatu isyarat itidak iterpenuhi, imaka idiversi itidak idapat idiberlakukan. 

Untuk kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak, melanggar Pasal 

76E UU Perlindungan Anak, penerapan diversi tidak dimungkinkan. Alasannya 

adalah pelanggaran terhadap Pasal 76 UU tersebut diancam dengan sanksi yang 

signifikan, yakni hukuman penjara maksimum 15 (lima belas) tahun dan denda 

hingga Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), sebagaimana tercantum dalam 

Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak. Mengingat beratnya konsekuensi 

hukum yang diancamkan, opsi diversi tidak dapat diimplementasikan dalam 

situasi semacam ini. 

 
31 Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak. 
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Ketika seorang anak terlibat dalam tindak pidana pelecehan seksual, 

pengadilan tidak memiliki otoritas untuk mengeluarkan putusan diversi. 

Sebaliknya, berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) UU Sistem Peradilan 

Pidana Anak, hakim diwajibkan untuk menjatuhkan sanksi dalam bentuk 

tindakan tertentu. Dengan demikian, penanganan kasus pelecehan seksual yang 

melibatkan pelaku anak harus mengikuti prosedur khusus ini. 


